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<b>ABSTRAK</b><br>

Perjuangan panjang tentang kekuasaan kehakiman yang babas dalam negara hukum sesuai dengan UUD
1945, terakhir disuarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat | katan Hakim Indonesia (IKAHI) yang dituangkan
dalam memorandum tanggal 23 Oktober 1996 yang menghendaki agar kekuasaan kehakiman di bawah satu
payung, yakni Mahkamah Agung. Gagasan tersebut, sejalan dengan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 beserta
penjelasannya. Kekuasaan kehakiman yang bebas dalam perspektif negara hukum, akan berkaitan dengan
beberapa faktor, di antaranya adalah segi kel cmbagaan dan segi sistem peradilannya. Dari segi
kelembagaan, perlanyaan yang timbul seperti, apakah kekuasaan kehakiman yang babas harus berada pada
satu payung, yakni Mahkamah Agung ? Apakah hal tersebut akan mengganggu sistem kekuasaan negara
sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945 dan dari segi sistem peradilannya, juga akan timbul
pertanyaan, bagaimanakah sistem peradilan yang dikehendaki oleh UUD 1945 dalam mewujudkan negara
hukum ? Persoalan kekuasaan kehakiman sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia rnasih tetap aktual
dan menjadi bahan perdebatan para pakar karena padalembagaini kewibawaan hukum diuji.

<br><br>

K ekuasaan kehakiman merupakan salah satu perwujudan dari penegasan dianutnya paham negara hukum
oleh konstitusi Indonesia. Salah satu ciri negara hukum adal ah adanya |lembaga peradilan yang bebas dan
tidak memihak, Kekuasaan kehakiman yang babas dan lidak memihak secara normatif telah diatur dalam
ketiga konstitusi yang pernali berlaku di Indonesia, yakni pada UUD 1945 diatur dalam Pasal 24 ayat (1),
Kongtitusi RIS diatur dalarn Pasal 145 ayat (1) dan UUi) Semcntara 1950 diatur dalam Pasal 103. Dari segi
substantif, ketiga konstitusi tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu babas dan tidak memihak.
Perwujudan kekuasaan kehakiman yang bebas akan bertautan dengan kemauan politik dalam menempatkan
hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti hukum dan kekuasaan
senantiasa memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Dapat dipahami bahwa di satu pihak hukum
dalam suatu negara hukum adal ah sebagai landasan kekuasaan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, tetapi di lain pihak hukum juga merupakan produk kekuasaan. Pemahaman
terhadap hukum sebagai |andasan kekuasaan, berarti segala kekuasaan negara yang lahir diatur oleh hukum
dan dijalankan berdasar atas hukum, sehingga hukum ditempatkan pada posisi lebih tinggi (supremacy of
law) sebagaimana yang dikehendaki oleh rumusan negara hukum. Di sisi lain, hukum juga merupakan
produk kekuasaan, berarti setiap produk hukum merupakan hasil dari interaksi politik yang memerlukan
adanya komitmen politik.

<br><br>

K ecenderungan yang akan lahir adalah, bahwa suatu produk hukum bergantung pada format
politik/konfigurasi politik.Oleh karenaitu, implementasi kekuasaan kehakiman yang bebas sebagaimana
yang dikehendaki oleh konstitusi, tetap berkaitan dengan kemauan politik penyelenggara kekuasaan negara.
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Peradilan yang bebas berrnakna bahwa kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervens oleh kekuasaan
negaralainnya dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai |embaga penegakan hukum maupun sebagai
lembaga penemuan hukum. Rumusan normatif yang demikian itu, dalam implementasinyatidak terlepas
dari sisi politik dan sosia budaya yang berkembang. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang babas
memiliki relevans dengan konfigurasi politik dan sosial budaya suatu negara.



